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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan serta 

pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang 

penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa Implementasi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana 

tata ruang belum efektif terutama dalam faktor hukumnya dan faktor 

penegak hukumnya, faktor masyarakatnya. Faktor hukumnya sebab pada 

kenyataannya pihak Kementerian ATR/BPN terhadap pemilik Water Pak 

Dwisari di Kabupaten  Bekasi dan Pengembang perumahan Grand Kota 

Bintang di Kota Bekasi  yang melanggar pemanfaatan tata ruang hanya 

diterapkan sanksi administrasi berupa pemulihan fungsi ruang dan 

pembongkaran bangunan secara mandiri. Faktor aparat penegak hukumnya 

yaitu pada kenyataanya walaupun pengembang Grand Kota Bintang telah 

diberikan batas waktu pembongkaran namun pihak Dinas Penanamam 

Modal Kota Bekasi tidak menindaklanjuti perintah Kementerian ATR/BPN 

untuk melakukan pengawasan terhadap pengembaang Grand Kota Bintang. 

Faktor masyarakatnya, dalam hal ini pengembang Grand Kota Bintang 

mengabaikan perintah Kementerian ATR/BPN untuk melakukan 

pembongkaran bangunan pada sempadan sungai Cicakung dan 
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mengembalikan kepada fungsi semula yaitu lebar 12 meter dari tepi sungai, 

serta 5 meter untk RTH. 

2. Pelaksanaan implementasi masih ditemukan beberapa faktor hambatan, 

yaitu masih diterapkanya prinsip ultimum remediun dalam penerapan sanksi 

pidana, dan diterapkannya mekanisme hukum restroratif justice yang 

dikuatkan dalam UUCipta Kerja. 

  

B. Rekomendasi. 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh,  

maka  hal yang dapat disarankan adalah : 

1. Diharapkan dapat diterapkan strategi penerapan penggabungan sanksi yang 

tepat bagi pelaku pelanggaran tata ruang oleh aparat penegak hukum, dalam 

hal ini Kementerian ATR/BPN agar dapat memberikan manfaat dalam 

pemulihan pemanfaatan fungsi ruang, yaitu dengan upaya penerapan sanksi 

secara penggabungan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif dan 

sanksi perdata ditujukan untuk mengembalikan fungsi penataan ruang, 

disamping untuk memberikan efek jera dan memberikan ganti kerugian bagi 

masyarakat atau individu yang dirugikan, tetapi diharapkan hak-hak yang 

lain sebagai dampak dari perbuatan pelanggaran tata ruang tetap dapat 

dilindungi, yaitu antara lain, apabila pelaku pelanggaran tata ruang adalah 

korporasi, maka korporasi (baik diwakili oleh direkturnya ataupun tidak). 

2. Diharapkan  pihak Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Penanamam 

Modal Kabupaten Bekasi maupun Dinas Penanamam Modal Kota Bekasi  
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dapat melaksanakan tugas pengawasan, sehingga sanksi yang diberikan 

kepada para pelaku pelanggaran tata ruang dapat dilasanakan secara efektif. 
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